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ABSTRAK

Mufidah Js.Dahlan 21111071, Skripsi, Implementasi Fatwa DSN-
MUI Nomor. 134/DSN-MUI/I1/2020 Tentang Biaya Riil Dalam
Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Akad IMBT (Studi Kasus Unit
Usaha Syariah PT Bank DKI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut lImu Al-Qur’an, 2025.

Penerapan penjadwalan kembali menimbulkan pertanyaan mengenai
biaya yang dikenakan dan apakah biaya tersebut sesuai dengan syariah.
Prinsip keuangan syariah menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap
transaksi, sebagian ulama berpendapat bahwa ketika utang dijadwalkan
kembali (reschedule) dan terjadi penambahan biaya, maka hal ini dapat
dianggap sebagai riba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 134/DSN-MUI/IN/2020 di Unit Usaha
Syariah PT Bank DKI, dan Untuk mengetahui praktik pengenaan biaya riil
sebagai akibat penjadwalan kembali tagihan dengan akad IMBT di Unit
Usaha Syariah PT Bank DKI.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus
dengan pendekatan empiris, data primer diperoleh melalui pengumpulan
informasi yang melibatkan observasi dan wawancara dengan narasumber dari
Unit Usaha Syariah PT Bank DKI, dan data sekunder diperoleh dari berbagai
literatur, skripsi, jurnal, buku, dan internet.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:
Pertama, Proses pemberian keringanan pembiayaan dalam bentuk
penjadwalan  kembali  (rescheduling) diawali dengan  pengajuan
restrukturisasi oleh nasabah kepada pihak bank. Selanjutnya, bank akan
mengevaluasi data nasabah, termasuk menganalisis kualitas kelancaran
pembiayaannya. Apabila nasabah dinilai memenuhi kriteria kelayakan, maka
bank dan nasabah akan melakukan akad ulang dalam rangka perjanjian
restrukturisasi. Kedua, Penerapan pembebanan biaya riil kepada nasabah
sebagai akibat dari penjadwalan kembali pembiayaan pada Unit Usaha
Syariah PT Bank DKI telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 134/DSN-MUI/I1/2020 tentang
Biaya Riil sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Biaya Riil, Rescheduling, IMBT, Bank DKI
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ABSTRACT

Mufidah Js. Dahlan 21111071, Thesis, Implementation of DSN-
MUI Fatwa No. 134/DSN-MUI/I1/2020 Concerning Real Costs in

Rescheduling IMBT Contracts (Case Study of PT Bank DKI's Sharia
Business Unit), Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and

Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences, 2025.

The implementation of rescheduling raises questions about the fees
charged and whether they are in accordance with Sharia law. Sharia financial
principles emphasize fairness and transparency in every transaction. Some
scholars argue that when debt is rescheduled and additional fees are incurred,
this can be considered usury. The purpose of this study is to analyze the
implementation of DSN-MUI Fatwa Number 134/DSN-MUI/11/2020 in the
Sharia Business Unit of PT Bank DKI and to determine the actual practice of
charging fees resulting from rescheduling bills with IMBT contracts at the
Sharia Business Unit of PT Bank DKI.

This research uses a qualitative method in the form of a case study
with an empirical approach. Primary data were obtained through information
collection involving observation and interviews with sources from the Sharia
Business Unit of PT Bank DKI. Secondary data were obtained from various
literature, theses, journals, books, and the internet.

After conducting the research, it can be concluded that: First, the
process of providing financing relief in the form of rescheduling begins with
a customer's application for restructuring to the bank. Next, the bank will
evaluate the customer's data, including analyzing the quality of their
financing. If the customer is deemed to meet the eligibility criteria, the bank
and customer will re-enter into a restructuring agreement. Second, the
application of real cost charges to customers resulting from the rescheduling
of financing at the Sharia Business Unit of PT Bank DKI is in accordance
with Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council
(DSN-MUI) Number 134/DSN-MUI/I1/2020 concerning Real Costs as a
Result of Rescheduling Bills.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, Real Costs, Rescheduling, IMBT, Bank DKI

XXVii



XXViii



wadle

/DSN-134 3, DSN-MUI 555 5ols 2>, b0 21111071 (Mo ST ke
3ies all JlsVsioy Wl 2l 5 IMBT (5528 3y s3le¥ i i S ol MUIII2020
asle Badlor N sl 2y el 1 BalaniY) 2y ] L) s G‘b » PT DKI) &
2025 o) )

Al pn Al ) Ly 2y i) g IV S Nl W padl ikl ks
e oy Aldes 8 3 2l Aol e 2l 2y el L) ol S5 20
sl od e ol by s Slse) (S Bdlon] ey 0555 0l i sale) e L)
PT el T el JlueN 500y 3 DSN-MUI/11/2020/134 3, DSN-MUI 5925 5kas JI< 4a
BIMBT sin sl i) 2lyamr sole) e 22N ayer I fomed il 2Ll 0y Bank DK
PT Bank DKI ¢l e )l JlueW 50

Jo Jsabl 5 435 04 e s o dys Ko 3 Ge g g 2ol la s,
JueV aay ot sobae o el alas ) s gl gl oz Pls iy ¥ bl
Sy LNy SV il e 28l Sl e Jpad) 5,y PT Bank DKI el 2 ol
s iy 38y =l

sde] Ko 3 oyl i o idas s b Lol (S ol el
3l o) by i el i ol sy el 110 sde) AL o) iy
3 o) ol el s W) e e ol el 3] gt s Sl s
Bl pamaale] e 2L et i ab| e oy ks oy Gl WS wale] 2,301
Ll elde ol sl g el) el g sy PTDKI oy ie o) JleN 0
sledl) s asle] e 220 b ) G I sy /DSN-MUI/II/2020 134 3, (DSN-MUI)

Ll | I () <Lk e ) Ll £ e PRCSV/QPRTE WSEYN PN 4]
DKI by clletll Lgtio s, bl dlyid 50l

XXiX



XXX



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia
menunjukkan tren yang positif, seiring dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan yang sesuai
syariah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam
memberikan pedoman dan regulasi adalah Dewan Syariah Nasional -
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa-fatwa yang
dikeluarkannya. Fatwa DSN-MUI Nomor 134/DSN-MUI/11/2020
mengatur tentang biaya riil sebagai akibat dari penjadwalan kembali
tagihan. Hal ini menjadi penting untuk diteliti dalam konteks
perbankan syariah karena dapat mempengaruhi hubungan antara
bank dan nasabah.’

Di masa pandemi Covid-19, terdapat banyak pelaku UMKM
(Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang tidak siap menghadapi
peristiva Covid-19 ini, terutama pada tahap awal pandemi yang
melanda  Indonesia.  Kebijakan dan  pemerintah  membuat
perekonomian rakyat Indonesia goyah akibat wabah ini. Dampak bagi
pelaku UMKM adalah menurunnya daya beli pelaku UMKM karena
pelaku UMKM masih menjalankan usaha dengan tujuan untuk
sumber pendapatan utama. Pandemi juga melanda bisnis kecil dan
menengah, mengganggu sebagian besar kemampuan subjek untuk
memenuhi permintaan pelanggan mereka akan makanan dan pakaian.
Wabah ini juga berdampak pada industri perbankan yang

' Made Vhinka Kusumadewi Sutrisna , Putu Adriani Prayustika, Ketut Vini
Elfarosa,2022 “Analisis Penanganan KreditMacet Di Masa Pandemi Pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbhk. Kantor Cabang Denpasar Renon”
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mengakibatkan perkreditan macet akibat turunnya pendapatan
masyarakat.’

Penjadwalan kembali tagihan seringkali diperlukan untuk
membantu nasabah yang mengalami kesulitan finansial. Namun,
penerapan penjadwalan kembali juga menimbulkan pertanyaan
mengenai biaya yang dikenakan dan apakah biaya tersebut sesuali
dengan prinsip syariah. Fatwa ini memberikan panduan bagi bank
syariah untuk menetapkan biaya yang transparan dan adil dalam
proses ini.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah secara dini merupakan
keharusan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dengan
sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank. Bank
harus menerapkan prinsip-prinsip  yang dijadikan acuan dan
pedoman oleh karyawan bagian pembiayaan dan pengawasan
dalam penanganan  pembiayaan  bermasalah.® Secara umum
bentuk penyelamatan ini dilakukan oleh pihak bank dengan pihak
penyewa (Musta’jir) atau nasabah berupa penjadwalan kembali
(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan
kembali (restructuring), bantuan konsultasi (management
asisstency), dan penjualan barang agunan (liquidation).

Rescheduling diatur pula di dalam ketentuan Fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang
penjadwalan  kembali  tagihan yang menjelaskan  bahwa LKS
(Lembaga Keuangan Syariah)  boleh  melakukan  penjadwalan
kembali (Rescheduling) tagihan bagi nasabah yang tidak bisa

> Made Vhinka Kusumadewi Sutrisna , Putu Adriani Prayustika, Ketut Vini
Elfarosa,2022 “Analisis Penanganan Kredit Macet Di Masa Pandemi Pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Thk. Kantor Cabang Denpasar Renon”

® Nur Eka Prasetyana, dkk., 2014, “Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan
Murabahah”, Jurnal limu Manajemen, Vol. 2, No. 4, Oktober 2014



melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah
disepakati,  dengan ketentuan: 1) tidak menambah jumlah
tagihan  yang tersisa, 2) pembebanan biaya dalam proses
penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan 3) perpanjangan masa
pembayaran harus  didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.*

Menurut Taufigul Hulam dan Muhammmad Azani pada
Penjadwalan kembali tagihan di perbankan syariah  diduga
melakukan tambahan-tambahan atas jumlah tagihan yang tersisa.
Tambahan itu harus dijelaskan secara pasti jumlahnya dan harus
diperuntukkan secara jelas untuk komponen vyang ditentukan
dalam akad. Tambahan atas biaya yang tidak jelas peruntukannya
termasuk kategori riba dan tidak sesuai dengan syariah.” Ketentuan
pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya
riil. Pembebanan biaya atas dasar asumsi tidak dibenarkan dalam
hukum Islam. Pada ketentuan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk
mencari keuntungan di balik biaya adminstrasi. Nasabah dan bank
harus sama-sama mengetahui atas biaya dalam proses penjadwalan
kembali itu.

Prinsip keuangan syariah menekankan keadilan dan transparansi
dalam setiap transaksi, sebagian ulama berpendapat bahwa ketika
utang dijadwalkan kembali (reschedule) dan terjadi penambahan
biaya, maka hal ini dapat dianggap sebagai riba, yang bertentangan

dengan prinsip syariah yang melarang pengambilan keuntungan dari

*Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 48/DSN-MUI/11/2005 tentang penjadwalan
kembali tagihan murabahah

*Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani Fakultas Hukum Universitas Lancang
Kuning Pekanbaru Riau, Penjadwalan Kembali Rescheduling Tagihan Murabahah di Bank
Rakyat Indonesia Syariah BRIS Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam, Vol. 16 No. 1
Mei 2016: 60-74 (Di akses pada tanggal 29 Agustus 2024 pada pukul 14.15 W1B)



utang,® akan tetapi mayoritas ulama memperbolehkannya karena asas
dasarnya adalah kebolehan barang, dan tidak ada Nash jelas yang
melarang transaksi seperti itu.

Menurut Pendapat ‘Abd Al-Hamid Mahmud AlBa’li “Ganti
rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu
didasarkan pada kerugianyang terjadi secara riil akibat penundaan
pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari
keterlambatan pembayaran tersebut.” Dan ada pula pendapat yang
tidak membolehkan biaya tambahan akibat penjadwalan kembali
tagihan yaitu pendapat Al-Hattab® “Apabila debitur tergugat (di muka
hakim) berjanji kepada kreditur, bilamana ia tidak melunasi
utangnya pada waktu tertentu, dia dapat dikenakan denda sekian
sekian. Maka hal ini tidak ada perselisihan tentang kebathilannya,
karena itu merupakan riba yang tegas, baik sesuatu yang dibebankan
kepadanya itu sejenis dengan utangnya atau jenis lain, baik berupa
barang tertentu atau manfaat.”

Akad ijarah muntahiya bi al-tamlik berdasarkan penjelasan
pasal 19 ayat (1) UU Perbankan syariah yaitu akad penyediaan dana
dalam rangka memindahkan manfaat atau hak guna dari suatu barang
atau jasa yang berdasarkan pada transaksi sewa dengan opsi
pemindahan kepemilikan barang® ljarah Muntahiya bi al-Tamlik
(IMBT) diproses melalui akad sewa beli yang diakhiri dengan

pemindahan hak milik barang yang disewa kepada penyewa

®Yusufal-Qaradawi, The Lawful andthe Prohibited in Islam, (Kairo: Dar al-Tagwa,
2008) h.267

" Abd Al-Hamid Mahmud Al-Ba'li, Mafahim Asasiyyahfi Al- Bunuk Al -Islaamiyah,
(Beirut : Al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami ri-al-Fikr al-Islami, 1996), hal. 115

8Abi Abdullah ibn Muhammad Al-Hattab, Tahrir al-Kalam Fi Masa’il al-lltizam ,
(Tunisia : Dar al-Ghorbiy, 1984), Hal. 176

*Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umun,
2012) h.267



setelah masa sewa berakhir,'® sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
Nomor 27/DSN-MUI/111/2002.

Dalam akad ini, pihak yang menyewakan (mu'jir) memberikan
hak kepada penyewa (musta'jir) untuk menggunakan barang yang
disewakan selama periode tertentu dengan pembayaran sewa secara
berkala. Pada akhir masa sewa, terdapat kesepakatan bahwa barang
tersebut akan menjadi milik penyewa, baik melalui opsi jual beli
dengan harga yang telah disepakati sebelumnya atau melalui hibah.™*

IMBT menggabungkan unsur sewa ([jarah) dan pemindahan
kepemilikan barang, yang memberikan fleksibilitas bagi penyewa
untuk memiliki aset yang mereka sewa tanpa harus membayar
seluruh harga barang di awal. Dengan demikian, IMBT menjadi salah
satu alternatif pada pembiayaan syariah, terutama pada produk KPR
atau pembiayaan aset lainnya, yang mengutamakan prinsip keadilan
dan transparansi sesuai dengan ketentuan Syariah.

PT Bank DKI adalah salah satu Bank induk yang memiliki unit
usaha syariah (UUS) yang telah memperoleh izin operasional dari
bank Indonesia sejak tahun 2006, Unit Usaha Syariah PT Bank DKI
berhasil mencatatkan kinerja keuangan periode Q4 2023 (audited)
yang baik dengan membukukan laba bersih sebesar 1,02 triliun, dan
merupakan pencapaian laba bersih tertinggi sejak Bank DKI didirikan
tahun 1961. Perolehan laba bersih tersebut tumbuh 8,63% dibanding
periode Q4 2022 sebesar 939,11 miliar.*?

'° Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah
muntahiya bit-tamlik (IMBT)

" Muhammad Rafi Hannan Zukron, et al., eds., Implementasi Pembiayaan KPR
dengan Akad Murabahahdan IMBT (Hybrid Contract) Di PT Bluepixell,Vol.2 No.3,
November 2024: 185-194

2 Nabila Zharfani, Analisis Biaya Riil Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan
Pembiayaan Bermasalah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn Mui Nomor 134/DSN -



Selain itu, bebrapa keunggulan atau prestasi dari Unit Usaha
Syariah PT Bank DKI vyaitu pernah meraih tiga penghargaan
sekaligus dalam sharia recognition 2023 yakni excellence financial
performance sharia business unit in 2022, the best financial
performance sharia business unit in 2022 dan golden trophy
excellence financial performance sharia business unit in 5
concecutive years (2018-2022)."

Dalam industri keuangan syariah di Indonesia, dengan
mengkaji implementasi fatwa ini di bank tersebut, penelitian ini dapat
memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik
penjadwalan kembali tagihan dilakukan dan bagaimana biaya riil
ditetapkan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penerapan fatwa tersebut di Unit Usaha Syariah PT Bank DKI dan
untuk mengetahui praktik pengenaan biaya rill sebagai akibat
penjadwalan kembali tagihan. Dengan demikian, diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai relevansi dan
penerapan fatwa dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan
Fatwa DSN-MUI Nomor 134/DSN-MUI/II/2020 di Unit Usaha
Syariah PT Bank DKI, dan Untuk mengetahui praktik pengenaan
biaya riill sebagai akibat penjadwalan kembali tagihan dengan akad
IMBT di Unit Usaha Syariah PT Bank DKI

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk
meneliti mengenai “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR.

MUI/11/2020 (Studi Kasus Pembiayaan KMGIB Dengan Akad Murabahah Di Unit Syariah
PT Bank DKI), Skripsi, Institut llmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2024, hal.15

B https://keuangan.kontan.co.id/news/lewat-inovasi-uus-bank-dki-sukses-cetak-
prestasi



134/DSN-MUI/11/2020  TENTANG BIAYA RIlIl DALAM
PENJADWALAN KEMBALI (RESCHEDULING) AKAD IMBT
(Studi Kasus Unit Usaha Syariah PT Bank DKI)

. Permasalahan
Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis

mengidentifikasikan masalah, sebagai berikut:
1. Identifikasi Masalah
a. Sebagian penelitian mengatakan  bahwa adanya dugaan
penambahan jumlah tagihan pada proses penjadwalan
kembali (rescheduling) di perbankan syariah yang tidak jelas
peruntukannya
b. Praktik Pengenaan Biaya riil sebagai akibat penjadwalan
kembali tagihan dengan akad IMBT di Unit Usaha Syariah
PT Bank DKI
c. Kesesuaian praktik pengenaan biaya riil sebagai akibat
penjadwalan kembali tagihan akad IMBT dengan Fatwa
DSN-MUI Nomor. 134/DSN-MUI/11/2020 Tentang Biaya
Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan di Unit
Usaha Syariah PT Bank DKI
d. Pemahaman  nasabah/masyarakat  belum  sepenuhnya
mengetahui tentang biaya riil sebagai akibat penjadwalan
kembali tagihan dengan akad IMBT dan perlu di

sosialisasikan

2. Pembatasan Masalah
Melihat latar belakang dan identifikasi masalah di atas,

untuk memperjelas permasalahan yang dibahas, maka diperlukan



pembatasan dan perumusan masalah. Dalam penulisan ini,

penulis membatasi permasalahannya yaitu membahas tentang:

1. Praktik pengenaan biaya riil sebagai akibat penjadwalan
kembali tagihan dengan akad IMBT di Unit Usaha Syariah
PT Bank DKI

2. Kesesuaian praktik Pengenaan biaya riil sebagai akibat
penjadwalan kembali tagihan akad IMBT dengan Fatwa
DSN-MUI Nomor. 134/DSN-MUI/11/2020 Tentang Biaya
Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan di Unit
Usaha Syariah PT Bank DKI.

3. Perumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas,
maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu:

a. Bagaimana praktik pengenaan biaya rill sebagai akibat
penjadwalan kembali tagihan dengan akad IMBT di Unit
Usaha Syariah PT Bank DKI?

b. Bagaimana kesesuaian praktik pengenaan biaya riil sebagai
akibat penjadwalan kembali tagihan akad IMBT dengan
Fatwa DSN-MUI Nomor 134/DSN-MUI/I1/2020 Tentang
Biaya RIiil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan di
Unit Usaha Syariah PT Bank DKI

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui praktik pengenaan biaya riill sebagai akibat
penjadwalan kembali tagihan dengan akad IMBT di Unit Usaha
Syariah PT Bank DKI.



2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pengenaan biaya ril
sebagai akibat penjadwalan kembali tagihan dengan akad IMBT
terhadap  Fatwa DSN-MUI Nomor. 134/DSN-MUI/11/2020
Tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali
Tagihan terhadap tagihan dengan akad IMBT di Unit Usaha
Syariah PT Bank DKI

D. Manfaat Penelitian
Setelah mengetahui latar belakang masalah, perumusan masalah,

hingga tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya penulis akan menuliskan
manfaat yang diharapkan dari adanya penelitia:
1. Secara Praktis
a. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan mengenai
Implementasi  Fatwa  DSN-MUI  Nomor.  134/DSN-
MUI/II/2020 Tentang Biaya Riill Sebagai  Akibat
Penjadwalan Kembali Tagihan Dalam Penjadwalan Kembali
(Rescheduling) akad IMBT dan juga mengetahui Mekanisme
Biaya rill sebagai akibat penjadwalan kembali tagihan
dengan akad IMBT di Unit Usaha Syariah PT Bank DKI
b. Bagi Pembaca, untuk menambah pengetahuan pembaca
sehingga masyarakat muslim lebih mengetahui dengan jelas
tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali
Tagihan Terhadap Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Tagihan dengan akad IMBT
2. Secara Teoritis
a. Penelitian ini berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, dan
masyarakat umum yang ingin mengetahui Tinjauan Fatwa
DSN-MUI Nomor. 134/DSN-MUI/11/2020 Tentang Biaya
Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan Terhadap
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Penjadwalan Kembali (Rescheduling) akad IMBT dan juga
mengetahui  Mekanisme  Biaya riill sebagai akibat
penjadwalan kembali tagihan dengan akad IMBT

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hasil penelitian

bagi llmu Hukum Ekonomi Syariah.

E. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian kepustakaan ke

beberapa jurnal dan skripsi yang pembahasannya terkait dengan

penelitian ini, yaitu tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan

Kembali (Rescheduling) Akad IMBT. Hal tersebut bertujuan untuk

menghindari plagiarisme dengan penelitian lainnya. Adapun beberapa

penelitian terkait biaya riil akibat rescheduling yang penulis dapatkan
lalah sebagai berikut:

1. Nabila Zharfani, ANALISIS BIAYA RIIL AKIBAT
PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA
DSN MUI NOMOR 134/DSN-MUI/IN1/2020 (Studi Kasus
Pembiayaan KMG IB Dengan Akad Murabahah Di Unit
Syariah PT Bank DKI), Skripsi, Institut llmu Al-Qur’an
(11Q) Jakarta, 2024. Penelitian ini membahas tentang bagaimana
ketentuan unit usaha syariah PT Bank DKI terkait pembiayaan
KMG IB yang bermasalah melalui rescheduling dan penerapan
serta perhitungan biaya riil untuk nasabah pembiayaan KMG IB
bermasalah yang mendapat penjadwalan kembali tagihan berjupa
rescheduling dan kesesuaiannnya dengan Fatwa DSN MUI
Nomor 134/DSN-MUI/I1/2020. Adapun Pembiayaan Multi Guna
Syariah (KMG IB) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan

kepada nasabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
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individu yang bersifat konsumtif dengan sasaran CPNS, PNS,
Pensiunan, BLUD, PTT/KKI, PJLP Pemprov DKI Jakarta,
Pegawai BUMD dan pegawai nasabah swasta payroll. Dalam
rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil
langkah-langkah ~ untuk  penanganan  pembiayaan tersebut
berdasarkan pada kelancaran pembayarannya, umumnya kredit
bermasalah diberikan hukuman atau ganti rugi yang dapat disebut
biaya riil yang dikeluarkan bank.'*

Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif ~ berupa
wawancara terpusat dengan pendekatan empiris. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama
membahas tentang biaya riil akibat dari penjadwalan kembali
tagihan, bertempat di Unit Usaha Syariah PT Bank DKI serta
metode penelitian Kkualitatif dan pendekatan empiris. Perbedaan
dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada
penelitian ini meneliti tentang pembiayaan dengan akad
murabahah yang bersifat konsumtif yang hanya tertuju kepada
beberapa pihak saja yaitu CPNS, PNS, Pensiunan, BLUD,
PTT/KKI, PJLP Pemprov DKI Jakarta, Pegawai BUMD dan
pegawai nasabah swasta payroll, dan juga penelitian ini
bertempat di Unit Syariah PT Bank DKI. Sedangkan pada
penelitian penulis akan meneliti tentang pembiayaan KPR-IB
dengan menggunakan akad ljarah Muntahiya Bittamlik.

2. Diki Nofa Syakbani. ANALISIS AKAD I1JARAH
MUNTAHIYAH BIT TAMLIK BERDASARKAN FATWA

“Nabila Zharfani, Analisis Biaya Riil Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan
Pembiayaan Bermasalah Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn Mui Nomor 134/DSN -
MUI/11/2020 (Studi Kasus Pembiayaan KMGIB Dengan Akad Murabahah Di Unit Syariah
PT Bank DKI), Skripsi, Institut llmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2024
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DSN-MUI DAN PERATURAN BAPEPAM-LK (Studi Kasus di
Citifin Multi Finance Syariah), Skripsi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Penelitian ini
menganalisis tentang akad IMBT yang digunakan oleh Citifin
Multifinance  Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LKk), penelitian ini menggunakan jenis penelitian
normatif-empiris  dengan  pendekatan  perundang-undangan
(Statue Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach)
dan pendekatan kasus (Case Approach). Penulis melakukan
pengkajian terhadap Peraturan Bapepam-lk, Fatwa DSN-MUI,
kemudian menggunakannya untuk menganlisis akad IMBT
Citifin Multifinance Syariah.”> Persamaan dari penelitian ini
dengan penelitian penulis adalah membahas tentang akad ljarah
Muntahiya bi al-Tamlik yang merupakan salah satu akad dalam
pembiayaan di perbankan syariah. Perbedaannya yaitu penulis
meneliti tentang biaya ril yang timbul karena adanya
rescheduling tagihan dengan menggunakan akad IMBT (ljarah
Muntahiya bi al-Tamlik) di Unit Usaha Syariah (UUS) PT.Bank
DKI.

Misnaya, ANALISIS PENERAPAN RESCHEDULING PADA
PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD
MURABAHAH (Studi Pada PT Bank Muamalat Cabang
Banda Aceh), Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

“Diki Nofa Syakbani. ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK

BERDASARKAN FATWA DSN-MUI DAN PERATURAN BAPEPAM-LK (Studi Kasus di
Citifin MultiFinance Syariah), Skripsi, Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

2024



13

Banda Aceh, 2022.  Penelitian ini  membahas  tentang
Penjadwalan kembali (Rescheduling) yang menjadi salah satu
bentuk penyelesaian pada Bank Muamalat dimana dalam
menyalurkan pembiayaan murabahah tentunya tidak terlepas dari
yang hamanya pembiayaan bermasalah. Peneliti ini menggunakan
metode kualitatif melalui sumber data primer dan sekunder serta
teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.
Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk
pebiayaan dngan akad Murabahah di Bank Muamalat KCP,
Banda Aceh, menggunakan beberapa tahapan penyelesain yaitu
panggilan Intensif, pemberian surat peringatan, Rescheduling,
penghapusan bukuan dan eksekusi jaminan.’® Adapun metode
rescheduling upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah
dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang
memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya. Persamaan
penelitian ini  dengan penelitian penulis adalah sama-sama
membahas tentang Penjadwalan kembali, dan juga sama-sama
menggunakan metode
Penelitian  kualitatif melalui sumber data primer dan sekunder
serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian
penulis, dan juga pada penelitian penulis juga membahas tentang
biaya riil akibat penjadwalan kembali tagihan terhadap tagihan
dengan akad IMBT.

4. Via Emila, Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Akad
Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Btn Syariah Kcs

®*Misnaya, Analisis Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan
Akad Murabahah (Studi Pada PT Bank Muamalat Cabang Banda Aceh), Skripsi,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022
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Semarang), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
2019. Penelitian ini membahas tentang Rescheduling Pada
Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Bil Wakalah,
Penelitian ~ ini  bertujuan untuk  menganalisis  kebijakan
rescheduling yang diterapkan oleh BTN Syariah KCS Semarang,
mengetahui  pengaruh  kebijakan rescheduling dan tingkat
keberhasilan penerapan kebijakan rescheduling, serta mengetahui
bagaimana praktek pengajuan pembiayaan murabahah bil
wakalah yang diberikan dalam bentuk pembiayaan KPR Subsidi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari
hasil wawancara kepada beberapa karyawan BTN Syariah KCS
Semarang, Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah,
serta melakukan observasi dan dokumentasi pada permasalahan
penelitian di lapangan.’’

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengajuan
pembiayaan KPR Subsidi (murabahah bil wakalah) telah
dilakukan sesuai dengan SOP yang ada di BTN Syariah KCS
Semarang. Tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami oleh
nasabah terjadi dikarenakan beberapa faktor, baik faktor internal
maupun faktor eksternal. BTN Syariah KCS Semarang telah
melakukan upaya untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah
oleh nasabahnya. Upaya tersebut berupa dilakukannya kebijakan
rescheduling, yang mentargetkan 30 nasabah setiap bulannya
untuk dilakukan rescheduling.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

sama-sama  membahas  tentang  Penjadwalan  kembali

"\ia Emila, Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Bil
Wakalah (Studi Kasus Pada Btn Syariah Kcs Semarang), Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, 2019
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(rescheduling) dan juga sama-sama menggunakan metode
peneltian kualitatif melalui sumber data primer dan sekunder
serta teknik pengumpulan data melalui wawancara. Perbedaanya
terletak pada objek penetian, dan pada beberapa pembahasan
yaitu pada penelitian penulis membahas tentang biaya riil akibat
penjadwalan kembali dengan akad IMBT di Unit Usaha Syariah
PT Bank DKI, sedangkan penelitian ini membahas tentang
penjadwalan  kembali pada pembiayaan bermasalah akad
murabahah bil wakalah.

5. Sultana, Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor
48/Dsnmui/l1/2005 Tentang Penyelesaian  Pembiayaan
Bermasalah Di Bmt Tazakka Bojong, Skripsi, Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
Penelitian membahas tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI
Nomor 48/DSN-MUI/11/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah Di BMT Tazakka Bojong, Pelaksanaan penjadwalan
kembali (rescheduling) yang biasanya dilaksanakan karena
adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi di Baitut Maal wat
Tamwil (BMT) sebagai salah satu strategi untuk mengurangi
risiko, termasuk biaya tambahan yang mungkin timbul
Pembiayaan bermasalah di BMT dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, seperti ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi
kewajibannya akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil,
manajemen keuangan yang buruk, atau peristiwa tak terduga
lainnya.’® Penjadwalan kembali pembiayaan merupakan upaya
untuk menyesuaikan kembali jadwal pembayaran nasabah agar

' Sultana, Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/11/2005 Tentang
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Tazakka Bojong, Skripsi, Universitas Islam
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024
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lebih sesuai dengan kemampuan finansial mereka, dengan tujuan
utama mengurangi tingkat nonperforming financing (NPF) dan
menjaga keberlanjutan operasional BMT.*

Hasil penelitian menyimpulkan, Penerapan penjadwalan
kembali pembiayaan bermasalah di BMT berdasarkan fatwa MUI
Dalam pelaksanaan rescheduling ini telah sesuai dengan Fatwa
DSNMUI  No0.48/DSN-MUI/II/2005  terhadap  penjadwalan
kembali pembiayaan bermasalah di BMT Tazakka Bojong sudah
mematuhi ketentuan yang ada dalam beberapa aspek penting:
pertama, dalam hal penjadwalan kembali, BMT Tazakka tidak
menambah jumlah tagihan yang tersisa dan hanya menjadwalkan
kembali hutang pokoknya saja. Kedua, biaya yang dibebankan
dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil sesuai dengan
fatwa tersebut. Ketiga, perpanjangan masa pembayaran dilakukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang mencakup
perubahan besarnya angsuran dan masa pembayaran. Hal ini
menunjukkan bahwa BMT Tazakka beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah
sama-sama  membahas  tentang  penjadwalan  kembali
(rescheduling) dan sama-sama mengggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan melalui sumber data primer dan
sekunder serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi. Perbedaanya terletak pada objek penelitian, dan
pada beberapa pembahasan vyaitu pada penelitian penulis
membahas tentang biaya riil akibat penjadwalan kembali tagihan

“Sultana, Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/11/2005 Tentang
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Tazakka Bojong, Skripsi, Universitas Islam
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024



17

dengan akad IMBT di Unit Usaha Syariah PT Bank DKI,
sedangkan penelitian ini membahas tentang penjadwalan kembali
pada pembiayaan bermasalah di BMT Tazakka Bojong dengan
merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/11/2005
Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

6. Annisa Putri Anugrah, Pelaksanaan Rescheduling pada
Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad
Murabahah, Journal on Education, Volume 05, No. 03, Maret-
April 2023. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan
penjadwalan ulang untuk mengetahui berapa pendapatan yang
diperoleh lembaga keuangan syariah melalui penjadwalan ulang
(Rescheduling)  bagi nasabah yang gagal memenuhi
kewajibannya. Dengan penjadwalan ulang, lembaga keuangan
syariah dapat meminimalisir kerugian yang terjadi akibat
penyaluran dana yang diberikan.?’® Mekanisme pelaksanaan
penjadwalan kembali pembiayaan modal kerja bermasalah
menggunakan akad murabahah pada BPRS X, sesuai dengan
ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI. Mekanisme penjadwalan
ulang di BPRS ARTHA MADANI dilakukan dengan
memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sisa pokok
kepada nasabah digunakan sebagai pembiayaan baru sesuai
dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah, dilakukan
proses penjadwalan ulang di BPRS ARTHA MADANI keluar
dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran
dan jumlah angsuran, namun tidak mengubah sisa pembayaran

pada awal akad. Pelaksanaan penjadwalan ulang di BPRS

% Annisa Putri Anugrah, Pelaksanaan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja
Bermasalah dengan Akad Murabahah, Journal on Education, Volume 05, No. 03, Maret-
April 2023
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ARTHA MADANI berjalan dengan baik, penjadwalan ulang
terbukti  lebih  efektif dalam penyelesaian  pembiayaan
bermasalah, pelaksanaan penjadwalan ulang di BPRS ARTHA
MADANI juga sesuai dengan prinsip dasar ekonomi syariah,
surat Al-Bagarah pasal 280 dan surat hukum DSN Pasal 280.
48/DSNMUI/IN/2005  tentang  Penataan  Ulang  Hukum
Murabahah.”* Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
adalah sama-sama membahas tentang penjadwalan kembali
(rescheduling) dan sama-sama mengggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan melalui sumber data primer dan
sekunder serta teknik pengumpulan data melalui wawancara.
Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis adalah terletak
pada pembahasan tentang pelaksanaan penjadwalan kembali pada
pembiayaan Modal Kerja Bermasalah, sedangkan pada penelitian
penulis membahas tentang biaya riil akibat penjadwalan kembali
dengan akad IMBT di Unit Usaha Syariah PT Bank DKI.

7. Annisa Putri Danianti, Mekanisme
Reschedulingpembiayaannasabah Bermasalah Dengan Akad
Murabahahdi Bprs Dinar Ashri Cabang Aikmel, Jurnal, Vol. 1,
No. 1, 2021. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan
Rescheduling yaitu untuk mengetahui seberapa besar pendapatan
yang diperoleh lembaga  keuangan  syariah  melalui
penjadwalan  kembali (Rescheduling)  bagi nasabah yang
gagal memenuhi kewajibannya.  Dengan resecheduling
maka lembaga keuangan syariah dapat meminimalisir

kerugian yang terjadi akibat penyaluran dana yang diberikan.

! Annisa Putri Anugrah, Pelaksanaan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja
Bermasalah dengan Akad Murabahah, Journal on Education, Volume 05, No. 03, Maret-
April 2023.
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Adapun mekanisme  pelaksanaan  rescheduling pada
pembiayaan modal kerja bermasalah menggunakan akad
murabahah di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel, sesuai dengan
ekonomi islam dan Fatwa DSN MUI.?

Mekanisme Rescheduling di BPRS Cabang Dinar Ashri
Aikmel dilakukan dengan memberikan perpanjangan masa
pembiayaan, sisa pokok kepada nasabah digunakan sebagai
pembiayaan baru sesuai dengan nilai cicilan kemampuan nasabah
membayar, proses penjadwalan ulang di BPRS Cabang Dinar
Aikmel dilakukan  dengan mengubah masa pembiayaan,
jadwal  pembayaran dan jumlah cicilan, namun tidak
mengubah sisa pembayaran di awal akadnya. Pelaksanaan
rescheduling di BPRS Dinar ashri Cabang Aikmel berjalan
dengan baik, Rescheduling terbukti lebih  efektif  untuk
menyelesaikan  pembiayaan yang bermasalah, Pelaksanaa
Rescheduling di BPRS Dinar ashri Cabang Aikmel juga telah
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam, surat Al-
Bagarah pasal 280 dan surat hukum DSN pasal 280.  48/DSN-
MUI/11/2005 berkenaan penyusunan  semula  undang-
undang murabahah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-
sama membahas tentang penjadwalan kembali (Rescheduling)
dengan akad murabahah, sedangkan perbedaannya adalah pada
penelitian  penulis membahasa tentang biaya riill akibat
penjadwalan kembali tagihan dengan akad IMBT dan juga

berbeda pada tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di BPRS

2 Annisa Putri Danianti, Mekanisme Reschedulingpembiayaannasabah Bermasalah
Dengan Akad Murabahahdi Bprs Dinar Ashri Cabang Aikmel, Jurnal, Vol. I, No. 1, 2021
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Cabang Dinar Aikmel, sedangkan tempat penelitian penulis di
Unit Usaha Syariah PT Bank DKI.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus (case
studies) yakni penulis melakukan eksplorasi secara mendalam
terhadap program, wawancara, proses, kegiatan, pada satu atau
lebih orang. Suatu perkara terikat oleh waktu dan kegiatan lalu
peneliti  melakukan pengumpulan data secara rinci dengan
memakai berbagai metode pengumpulan data dalam waktu yang
berkesinambungan.?
2. Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan Pendekatan penelitian  empiris.
Penelitan  hukum empiris yaitu penelitian  hukum yang
memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh
langsung dari masyarakat.®* Penelitian empiris didasarkan pada
kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Dalam
penelitian ini meneliti orang yang termasuk dalam kehidupan
masyarakat, sehingga metode penelitian hukum empiris dapat
dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang

diambil dari sumber-sumber tertentu yaitu:

% Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2010), h. 5

2 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan
empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 154.
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a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses
Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya
pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan

25 Wawancara

jawaban diberikan oleh yang diwawancara,
adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden®® agar mendapatkan hasil penelitian yang valid
dan  dapat dipertanggung jawabkan maka  penulis
mewawancarai  bagian  Kepatuhan  Syariah  (Sharia
Compliant) dan Dewan Pengawas Syariah. Pengumpulan
data dengan wawancara diharapkan dapat memperoleh
deskripsi yang tepat dan transparan terkait Biaya Riil Sebagali
Akibat  Penjadwalan  Kembali  Tagihan  Terhadap
Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan

b. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-
pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.?’
Peneliti melakukan observasi mengenai Biaya Riil Sebagai
Akibat  Penjadwalan  Kembali  Tagihan  Terhadap
Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan

c. Studi dokumen
Teknik pengumpulan data penelitian melalui  sejumlah

dokumen tertulis  (arsip, autobiografi, Kliping, dan

»Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi
(Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h.105

Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta:Andi Ofset, Edisi Refisi, 2002) h
157

?’Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi
(Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h.104
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sebagainya). Penelitian ini juga menghimpun data dari
dokumen resmi yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah PT
Bank DKI.
4. Sumber Data Penelitian
Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan
data sekunder.?®

a. Data primer ialah data yang dihasilkan oleh peneliti sendiri,
survei, wawancara, eksperimen, yang dirancang khusus
untuk memahami dan memecahkan masalah penelitian yang
ada. Data ini harus ditelaah melalui narasumber (responden),
yakni tumpuan objek penelitian atau orang yang dijadikan
sebagai tumpuan memperolah informasi ataupun data.
Seperti wawancara kepada para narasumber (di bagian
Kepatuhan Syariah (Sharia Compliant), Dewan Pengawas
Syariah) dan studi dokumen (rekaman saat wawancara di
tempat).

b. Data sekunder merupakan data yang sudah lebih dahulu
dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar penelii
sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya
adalah data yang asli. Selain itu, data sekunder ialah data
yang diperoleh dari sumber kedua, lain daripada yang diteliti
dan digunakan sebagai pelengkap data mendukung penelitian
yang dilakukan.®® Data sekunder yang penulis gunakan
dalam penelitian ini adalah berbagai informasi yang terkait
dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun informasi

% Kemdikbud Data dan Sumber Data Kualitatif,” Situs Resmi Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan

2 samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,
Mixed Methods, serta Research & Deevelopment, (Jambi: PUSAKA, 2021), h. 95
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tersebut diperoleh dari jurnal, buku, kepustakaan, internet,
artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali
Tagihan Terhadap Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Tagihan dengan akad IMBT.
5. Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan diperoleh maka langkah selanjutnya

adalah analisis data, yaitu:*°

a. Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan bagian paling penting
dalam sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik
pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan proses
analisis data yang standar. Pengambilan data yang tidak
sesuai akan menyebabkan data yang diambil tidak sesuali
standar yang ditetapkan. Peneliti mencatat, mencermati
sumber data sebagai bahan kajian dalam analisis data

b. Reduksi Data
Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian
memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori
tertentu, dan tema tertentu. kemudian setelahnya baru telaah
data kembali dan menggolongkan data sesuai dengan
masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang
sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk
kalimat sehingga diperoleh gambaran yang lengkap terkait
masalah penelitian

**Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 89
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C.

Display data (Penyajian Data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan memperlihatkan data
dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil
temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan
antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang
dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-
menerus baik saat pengumpulan data atau setelah
pengumpulan data. dalam penelitian kualitatif penarikan
kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana
penelitian berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus
berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan
menjadi model, konsep, teori, prinsip atau defenisi yang
bersifat umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan
secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan
pengumpulan data dan kemudian mengembangkan suatu
teori dari data tersebut. Maka pada tahap ini kesimpulan telah
diketahui berdasarkan bukti-bukti data yang didapatkan di

lapangan secara akurat dan faktual.

G. Sistematika penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku Pedoman

terbagi

Penulisan Proposal dan Skripsi Institut llmu Al-Qur'an (11Q) Jakarta,
yang diterbitkan oleh 11Q Press tahun 2021.3* Penulisan skripsi akan

menjadi 5 bab, masing-masing bab tersebut memiliki

hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.

%Tim Penulis, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an

(1Q) Jakarta, (11Q Press, 2021)
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BAB |: Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah
yang menjelaskan kondisi permasalahan yang terjadi, membatasinya,
merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB Il: Kajian Teori. Bab ini membahas tentang teori-teori
yang bersangkutan dengan pembahasan yang sesuai dengan
penelitian. Teori yang dibahas, yaitu pengertian biaya riil, landasan
hukum biaya riil, jenis-jenis biaya riil, standar biaya riil, hal-hal yang
dilarang dalam biaya riil, pengertian penjadwalan kembali biaya riil,
landasan hukum penjadwalan kembali, standar hukum penjadwalan
kembali, serta membahas tentang akad IMBT.

BAB I1l: Gambaran Umum Mengenai Unit Usaha Syariah PT
Bank DKI. Pada Bab ini penulis akan membahas tentang Sejarah
Berdirinya PT Bank DKI,Visi dan Misi PT Bank DKI , Sejarah
Berdirinya Unit Usaha Syariah PT Bank DKI, Struktur Organisasi
Unit Usaha Syariah PT Bank DKI, Produk-Produk Unit Usaha
Syariah  PT Bank DKI, Mekanisme Penjadwalan Ulang
(Rescheduling) Akad IMBT di Unit Usaha Syariah PT Bank DKI.

BAB 1V: Analisis praktik pengenaan biaya riil sebagai akibat
penjadwalan kembali tagihan dengan akad IMBT di Unit Usaha
Syariah PT Bank DKI, dan menguraikan tentang analisis terhadap
Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 134/DSN-MUI/11/2020
Tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan
Dalam Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan di Unit Usaha
Syariah PT Bank DKI.

BAB V: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian penulis, dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberian keringanan pembiayaan dalam bentuk
penjadwalan kembali (rescheduling) diawali dengan pengajuan
restrukturisasi oleh nasabah kepada pihak bank. Selanjutnya,
bank akan menghimpun dan mengevaluasi data terkait nasabah,
termasuk menganalisis  kualitas kelancaran pembiayaannya.
Apabila nasabah dinilai memenuhi kriteria kelayakan, maka bank
dan nasabah akan melakukan akad ulang dalam rangka perjanjian
restrukturisasi, yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Penerapan pembebanan biaya riil kepada nasabah sebagai
konsekuensi dari penjadwalan kembali pembiayaan pada Unit
Usaha Syariah PT Bank DKI telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 134/DSN-
MUI/I1/2020 tentang Biaya Riil sebagai Akibat Penjadwalan
Kembali Tagihan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan
bahwa praktik tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip

syariah yang berlaku.

B. Saran
Merujuk pada kesimpulan yang telah  dikemukakan
sebelumnya, peneliti mengajukan sejumlah saran yang ditujukan
untuk mengoptimalkan penerapan skema rescheduling (penjadwalan
kembali) dalam pembiayaan berbasis akad ljarah Muntahiyah Bi al-
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Tamlik (IMBT), serta untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya

pembiayaan bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT Bank DKI.

1. Disarankan kepada Unit Usaha Syariah PT Bank DKI untuk
mengimplementasikan digitalisasi dalam pelaksanaan
restrukturisasi. Digitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk
mengurangi penggunaan kertas dan menghindari penumpukan
arsip fisik, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Dengan
sistem yang terintegrasi secara digital, proses pembiayaan
menjadi lebih sistematis dan memudahkan petugas dalam
melakukan verifikasi maupun pengolahan data.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan
pengembangan terhadap penelitian ini dengan menyempurnakan
pendekatan yang digunakan, baik melalui penyesuaian variabel
maupun penerapan metode penelitian yang berbeda. Hal ini
penting mengingat keterbatasan yang masih terdapat dalam
penelitian ini, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk

memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.
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